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Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR S TAHUN 200 

TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JEPARA, 

a. bahwa Kabpaten Jepara mepakan daerah yang memiiki wiayah 
pant.ai yang cup panjang serta meribi potensi yang besar untul 
menunjang pelaksanaan otonomi Daerah, 

b. bahwa Retribusi Terpat Pendaratan Kapal merupa.an salah sat 
potensi sebagainane dirak.sud hf A, sehingga untuk 
pomongtan.ova perla diatar dan ditetapkan dergan Peratran 
Daerah 

Lindang-Undang Nomor 13 Tahu 1950 tntang Penbentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkgan Propinsi arwa Tengah, 

2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198I tentang Hokum Aera idana 
(Lembaran Negea Tahu 1981 Noror 76, TAbahan Lerabaan 
Negara Nortor 3209) 

3. L'dang-Undang Noror 18 Taha 1997 et.mg Pajak Daerah tan 
Retibusi Daerah ( Lembaran Negara Tahu 199 Nomor 4I, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 368$ y 

4. Ldang-Urdag Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintaha 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 1999 Nomor 60, Tanbahan 
Lembaran Negara vomor 389) 

5. Updang-dang Nonor 25 Tabun 1999 tedae Perimbanga 
Kcuangan Antara Pererintah Pus.at Dan Dacrab{ Lembaa Negara 
TAhn 1999Noor 72, Tacnbah Lcbaura Negara Noor 3848); 

6 er..an Pemcrodaa Noor Tale 1975 tentng Pengrwsan 
Perarrugiawaban da Pengawasan Keuatga Darrah( Lembaran 
Negara Lan 1975 Nmor SJ 
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peeturan Pererintah Noor 20 Ahu 1997 tetang Retribuei 
Daerah (Lermbaran Negara Tahu 1997 nor 55$, Tanbahe 
Lembaran Negara Nomar 3692 ) 

8. kKeputuan Menteri Dalam Negeri Norr 174 TAhu 1997 tentang 
Pedomain Tata Cara Perungutan Retribusi Daerah 

9, Kputusan Menteri dala Negeri Nonor 175 Tahu 1997 tetang 
Pedoman Tata Cara Pemerikaen di Bidang Retribusi Daerah 

10 Keputusan Menteri Dal Negeni Nomar 119 tahumn 1998 tentacg 
Ruang Lingkp dan Jenis-jenis Retribusi Dacrah Ting#at I dan Dacrah 
Tingkat ; 

IL. Pecatura Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nome « 
Tahu 1990 tentang Penyidik Pegawai negeni Sipil di fingkngan 
Pererintah Kabupaten Daerah Tingkat DI Jepara 

Dengan peretujuan 
DEWAN PRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN IEPARA 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENT ANG 
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAP AL 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diraksud dengan 
a. Daerah adalah ab0paten Jeparad 
b. Pemerintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Jepara 
• Bupati adalah Bupati Jepara 
d Terpat Pendaratan Kapal adalah Dermag, Tura atau tempeat lain 

yang digunakan sebagi terpat sandar kapal yang berada di 
Kabupaten Jpars 

e. Retribusi Tempt Pendaratan K.apal selajutnya discbut Retribusi 
Darah adalah pungutan Daerah ates permanfaatan Tempat 
pendartan kapal 

f Jasa Usaha ad.alah jasa yang disediaka oleh emerintah Daerah 
dengan menganut pinsip komenial k.arena pad.a dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swat 

g. apal adala.h kcndaraan air dengan bentu.k dan jeris apapn, yang 
digerakk.an dengan tenaga mekanik, tenaga mosin, atau ditud 
termasuk kcndaraan yang berdaya dulung dinarik da kendaraan 
dibarwah permukaan air; 

h Pejabat adalah pegawai yang hiberi tug.a tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesai dong.an Peraturan Perundang-ndang.an 
yang berlak 
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i. adan adabah sat bemu.k aha yang melipti pereroan terbat.as, 
pereroan koranditer, peneroan lain.nya, adan Llsaha Milk 
Negara atau Dacrah dengan hara dan bentuk apap.n, persekutuan, 
periompla, Firms, kongi, koperasi ala orgarrisasi yang jeis, 
lembaga, dan.a pension, bent.tk usaha tetap rt.a bertuk ah.a 
lainva 

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selajutnya disingkt SKRD 
adalah Surat Keputan yang menentkan besanva jarah retribusi 
yang tertang, 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAERAIN 

Dengan nama Retribusi Tempat endaratan GKapal dipungt pembaryaran at.as 
pemafa.tan Terp.at Pend.aratan Kpal 

(I) Obyek Retibusi Daerah adaah Peranfaatan Tempat Pendaratan Kapal 

(2) Dikecualikan dari obyel Retribusi adalah ponggea oleh inst.ansi 
Pererinta.h dalam men.jalank.an tugs pelaryatan. 

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memafa.at.an 
Terpat Pendarata Kapal. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Retribusi Terpat Pendarata Kpal termasuk golong.a Retibasi jasa usaha 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Tigkat penggunaan jasa dihitung berdasakn firelcuensi, jangka wa.kt 
pomakaian dan ukuran kapal 
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BAB V 

PRINSIP PENE TAP AN STRUK TUR 
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH 

Prinsip penetapan strukfur dan bsantya tarif didasakn pad.a tujan n.tk 
menc.ari keutong yang lryak da sebagi penggaanti biaya pangaturan, 
pengadaan, permeliharaan dan penyelenggaa.a 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIF RETRIBUSI DAERAH 

Struktur dan besartya taif Retribusi Daerah ditcntula sebagai berikut 
a, Untk Kapal berukran kurang dari S Grosston (GT) sebesar Rp. 300, 

(tiga rats rupiah) sekai tab.at 
b. Untuk Kapal berkuran 5 s.d 10 Grosston (OT) sebar Rp. 500,- 

(lira ratus rupiah) ekali tambat 
c. Untuak Kapal berukuran I9s.d 20 Grosston (GT) sebesar Rp. 1.000,- 

(senibu rupiah) ekai tam.bat. 
d. Letuk Kapa! bertkuran lebih dati 20 Goston (GT) sebes 

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sckali tabat 

BAB VII 
WIL.AYAH PEMUNGUT AN 

BAB IX 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Penurguta Retribusi Darah dilalcukan deg merggun.aka SRD at 
dokumen lain yang dipersaak.an 

BAB X 
TATA CARA PEMBAY ARAN 

Peal l 
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(2 PembayAran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah ata tenpat lain yang 

ditunjuk scsuai waktu yang ditentukan dengan menggunaka SKRD ata 
dolmen lain yang ipersama.kan 

(3) Dalam hual perbay.aran dilakcukn diteropat lain yang ditunju.k, ma.aka basil 
penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat- 
lambatnya I 24jam atau dalam wakt yang ditentukan oleh Bupat 

BAB XI 
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

Pelksanaan dan pengawas.an Peraturran Daera.h in didaku.kan oleh Instansi yang 
ditunjuk oleh Dupa.ti 

BAB XI 
KETENTUAN PIDA.NA 

Pasal 13 

(I) Wajit Retribusi yang tidak melakanaka kewajibannya schingga mergka 
keuangan daerah diaoam pidan.a kurung.an paling lama 6(cnam) bulan at.a 
danda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang 

(2) Tidal pidana yang dim.aksud ayat() adalah pelanggaran 

BAB XII 
KETENTUAN PENY IDIKAN 

asal 14 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipill tertentu di lingkungan Peerintah Daerah diberi 
wewenantg khusus sebagai ponyidik untuk melakukan pomyidikan tindak pidan.a di 
Bidang Retribusi Darah 

(2) Wewenang penyidik sebagairmana dim.aksud ayat()Fas.al ini adal.ah 
a. menenima, mencati, mosngumpolk.an, damn meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar kterargan 
at.a laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas, 

b. meneliti, mencani dan mcngunpullk.an ketera@an mngenai orang pribadi 
at badan tentang kebenaran perbatan yang diauk.an sehubungan dongan 
tindak pidana Retribusi Daerah terse but 

¢. memint.a keterang.an at.au bah.an bukti dai orang pnibadi at.a bda 
schobungan dengan tindak pidanan di bidang Retribusi Daerah, 

d. memeniksa bu.k-bu.ku, cat.ala-cat.at.an dan dokrendokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 

e. melakukan penggeledaha untuk mcndopatkan bah.an bukti pembukan, 
pencatatan dan dokumen-dolmen lain, serta melakkan peryitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
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f. meminta bantuan tenaga a.hli dalam rangka melaksanal.an togas pen yidik.an 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 

g menyuruh berhenti, melarang 90so0rang mooning.alk.an rangan ala. tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriks.a identitas orang 
ata dolmen yang di.bawa sebagaim.aa yang dimaksud pad.a hruf , 

h. memotret seseorang yang borkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 
memangel orang untu.k didengar keterangnnya dan dipeniks sebagai 
ersanga al.a saksi, 

j. menghentikan penyidikan; 
k. mclakukan tindakan lain yang perl unto.k elancaan peyidik.an tind.ak pidan.a 

di bidang Retribusi Daerah enurut hukaum yang dapat 
dipertanggongiawabka 

() Penyidid sebagaimanna dim.al.sud pada ayat () memberitahulk.an dirolain.a 
peryidi.an dano menyapaikan hail penyidik.annya kcpada Penuatut Urnu sestat 
dengan ketcntan yang diatur dalam Undang-undang Nora $ [bun 1981 
tentang Hokum Acata idin.a 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pas.al IS 

Hahal yang belum diatar dalam Perattan Daerah ini 9spa0amg mengen.ad 
pelaksaaamnya ak.an diatur kermudian oleh Bupati 

Psol I6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tang@gal damndangk.an 

gar supaya setiap orang dapat mengeta.hairya memerintahkan pengundanga.n 
Peratran Daerah ind dengan penonpalanarya dalam Lem.baran Daerah Kabupaton 
Jepara 

Ditctapkan di Jepara 
pad.a tanggal 7 September 2000 

fiumde.mgkn di Jepe.re 
ada tang1 7 sept4 - 

DARA KABUP ATER JEP ARA TAHON 2OO OMOR 9 BERT BO,2 
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PENIELAS AN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR S TAHUN 200 

RETRIBUSI TEMP AT PENDARATAN KAPAL 

PENIEL ASAN UMUM 

Dengan diberlakulay.a Undang-udang Noor 22 Tahu 1999 temag 
Peterintaha Daerah, yang menitikberatka pada pelaksanaan otonomni di Dacralr 
Kabupaten/Kota, maka setarp darerah diharapkan napa menggall potensi yang ad.a 
ga mermang pelks.an.aan1ya 

Mengingat Kabupaten Jepara merupal Daerah yang raerill'ki wilayah pantai 
yang cukup panjatg dan eerilili potensi yang culup bear,meal Retribusi Tempa 
Pendaratan Kapal merupaka satu sumber pendapatan asli Daerah yang diharapkan 
mamp memberikan kontnibus yang chp bear bagi Dacrah dalat pelaksanaan 
otonor Dacrah dimaksd 

Ltuk memberika kepatia hokum dalamn pelaksaran ungutan Retnbusi 
Tempat Pendarata Kapal terebut, pertu ditetapka denga Peraturan Daerah 

PENIELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pal 14.4.7 
Pal 8 

Pasal 9 
Pasal 10 
Pas lHsd16 

Culp jelas 
Batas malsimal ekalii tambat ditctapkn 24jam, selingga utu.k 
selebihya tetap dikernakn retribusi seuai denga ketentan 
Cu#up jelas 
Yang diraksud dokcuen Lain yang dipersarake adalah karcis 
Cukup jelas 


